SALINAN

GUBERNURPAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

Menimbang

Mengingat

a.

1.

KENDARAAN BERMOTOR
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa dalam rangka meringankan dan mengurangi
beban masyarakat dan Upaya untuk mendorong tingkat
kepatuhan dalam membayar pajak serta mewujudkan
akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor,
Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan
keringanan kepada masyarakat yang ditetapkan dalam
Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau
Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Propinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6804);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4049);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
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9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023
Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50);

10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 49 Tahun
2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024
Nomor 49);

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 51 Tahun
2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 51);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Nomor: 900.1.13.1/16764/SJ, tanggal 20 Desember 2025,
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian keringanan
dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen
Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN:

Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor.

Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU atas kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah
Provinsi Papua Tengah agar beban wajib pajak ekuivalen
dengan beban pembayaran PKB dan BBNKB yang berlaku
tahun sebelumnya.

Besaran Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar

Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

ditetapkan sebagai berikut:

a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas dasar pengenaan
PKB untuk kendaraan angkutan umum orang;
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. sebesar 40% (empat puluh persen) atas dasar pengenaan

PKB untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam
kebakaran, pelayanan kebersihan, sosial keagamaan,
lembaga sosial dan keagamaan.

. sebesar 40% (empat puluh persen) atas dasar pengenaan

PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
barang;

. sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas dasar pengenaan

BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
orang;

. sebesar 40% (empat puluh persen) atas dasar pengenaan

BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
barang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
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HUKUM,

///l?a/

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

2.
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Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

di Jakarta;

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Masing-masing yang bersangkutan.



